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BAB 4

MENEMUKAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM
ENERGY SALES CONTRACT (PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI)
ANTARA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DAN
PENJUAL PADA PROYEK PUSAT LISTRIK PANAS BUMI
(GEOTHERMAL POWER PLANT).

4.1 ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudimhti Hukumi menyatakan
bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturanrhdln landasan paling
luas serta alasan bagi terlaksananya peraturamhtikBubekti di bukunya yang
berjudul ‘Hukum Perjanjiah menyebutkan bahwa hukum itu selalu mengejar dua
tujuan, yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dasm@nuhi tuntutan keadilan.
Kalau Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hulkamdata dapat dipandang
sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hyjanp itu mengikat), maka
Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Rard@rus dipandang

sebagai suatu tuntutan keadifan.

Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudtbnsep-Konsep
Hukum dalam Pembangunamenyatakan bahwa di samping ketertiban, tujuan
lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yanbdoa-beda isi dan ukurannya
menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapatikein dalam masyarakat
ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulanaranhanusia dalam
masyarakal> Pernyataan bahwa ukuran keadilan itu berbedaaasttu zaman
dengan zaman yang lain dan antara satu tempat mléaggat yang lain juga

telah disampaikan oleh Aristoteles dalaNicomachean Etchié$* Sesuatu yang

8 Satjipto Rahardjajmu Hukum Citra Aditya Bakti, 1986

82 Subekti,Hukum Perjanjian Penerbit Intermasa, Jakarta 2001

8 Mochtar Kusumaatmadj&onsep-Konsep Hukum Dalam Pembangyriarsat Studi Wawasan
Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan Penerbit @iim\|Bandung 2002

8 D. Llyod dan Freeman,Natural Law: Introduction to Jurisprudentedalam Filsafat Hukum
Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200®e things which are just by virtue of
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adil bagi seseorang individu (misalnya penggugatgydimenangkan perkara
perdatanya oleh hakim belum tentu dianggap adhl widividu lainnya (dalam hal

ini, tergugat), sehingga suatu produk peradilanujerkeputusan atas suatu
perkara akan disikapi dan dipandang dengan sikag parbeda-beda tergantung

kepentingan dan harapan atas keadilan versi segpatas sesuatu.

Dalam bukulLegal Theoryyang dikarang oleh W. Friedmann, Aristoteles
memberikan rumusan keadilan (dalam filsafat hukudehgan membedakan
keadilan menjadi keadilan “distributif” dan keadilékorektif” yang merupakan
dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap ppkotoalan. Keadilan
“distributif” mengacu pada pembagian barang dara jEepada setiap orang
dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlaglmgnsama dan sederajat
di hadapan hukume@uality before the layf® Keadilan jenis ini menitikberatkan
pada kenyataan fundamental dan selalu benar, meskiglalu dikesampingkan
oleh hasrat filsuf hukum untuk membuktikan kebenapendirian politiknya
sehingga cita keadilan secara teoritis tidak dapatiliki isi tertentu sekaligus
sah. Keadilan tersebut untuk hukum positif untuknj@askan siapa-siapa yang
sederajat dalam hukum, diperlukan prinsip-prinstikae tertenttf® Keadilan
“Korektif’, pada dasarnya merupakan ukuran teknas grinsip-prinsip yang
mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur relasirehukum harus
ditemukan standar yang umum untuk memperbaiki pelgk dan tujuan dari
perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut haruskdr melalui satu ukuran yang
objektif. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, igeugi harus memulihkan

keuntungan yang tidak s&h.

John Rawls dalam& Theory of Justiceanemberikan definisi tentang keadilan

sebagai berikut: (i) maksimalisasi kebebasan, hdaogduk pada pembatasan

convention and expediency are like measures; foevend corn measures are not everywhere
equal, but larger in wholesale and smaller in rétaiarkets. Similarly, the things which are just
not by nature but by human enactment are not theesahough there is but one which is
everywhere by nature, the best.
8 Aristoteles, dikutip dari W. Friedmanhegal TheoryNew York: Columbia University dalam
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum-Studi Tentang Perkembangan Pemikirflukum di
grgdonesia 1945-199@Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta 2004

Ibid.
¥ Ibid.
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yang penting bagi kebebasan itu sendiri, (i) kesetn bagi semua, keduanya
dalam kebebasan dasar untuk kehidupan sosial dardjatribusi berbagai bentuk
dari barang-barang sosial, dengan pengecualianépbvbedaan dibolehkan jika
orang tersebut memberikan keuntungan yang terdezada masyarakat yang
kurang beruntung dalam skema ketidaksetaraan {jpriperbedaan) dan (iii)

kesempatan yang setara dan adil dan penghapushedpan karena keturunan

atau kekayaaff

Dalam menerapkan prinsip-prinsip di atas, priorddeerikan berdasarkan
urutan-urutan tersebut di atas, yaitu prinsip kesebh mendahului prinsip
kesetaraan kesempatan, demikian pula prinsip kesetamendahului prinsip
perbedaaan. Prioritas ini berarti bahwa dalam naghkan suatu prinsip
diasumsikan bahwa prinsip-prinsip sebelumnya tdlpnuhi. Di sini yang dicari
adalah prinsip distribusi (dalam arti sempit) ydegtahan dalam latar belakang
suatu institusi yang menjamin kebabasan dasar ganm@ (termasuk nilai yang

layak dari kebebasan politik) maupun kesetaraaerkpatan yang layaka(r).®

John Rawls dalam bukunydustice is Fairnessnenampilkan konsepsi
keadilan adalah kewajaran, yang mengandung asadsakava orang-orang yang
merdeka dan rasional yang berkehendak untuk merayegkbn kepentingan-
kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan ganm pada saat akan
memulainya dan itu merupakan syarat yang fundarhdsztgi mereka untuk
memasuki masyarakat yang mereka kehentaliiebih jauh, John Rawls
mengatakan bahwa persoalan pokok tenang arti keaddalah mengkaitkannya

dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ‘apa yangadikan masyarakat adil?’

8 John RawlsA Theory of Justice dalam Filsafat Hukum Jilid |, Fakultas Hukum Weisitas
Indonesia, 2008The conception of justice which Rawls argues fonaleds: (i) the maximisation
of liberty, subject only to such constrains as assential for the protection of liberty itself;)(ii
equality for all, both in the basic liberties ofcsal life and also in te distribution of all othéorms

of social goods, subject only to the exception thatjualities may be permitted if they produce
the greatest possible benefit for those least wftlin given scheme of inequality (“the difference
principle”); (iii) “fair equality of opportunity” and the elimination of all inequalities of
opportunity based on birth or wealth.

% |bid

% |bid. “Free and rational persons concerned to further rthwin interests would accept in an
initial position of equality as defining the termftheir associatioh
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dan ‘bagaimana keadilan sosial dihubungkan dengsyauindividu mencari
kehidupan yang baik?’

Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atelalui hukum.
Pengertian keadilan yang luas ini dapat dikembamddeamana pun. Pengertian
ini mengandung muatan yang luas. Hipotesis yangemeatkan keadilan sebagai
tujuan hukum adalah berguna, satu dan lain hal dengantung pada cara

bagaimana kita memahami keadifan.

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang gselisandingkan
dengan keadilan dan bahkan dalam beberapa hatahpengkan dengan keadilan
sehingga seolah-olah jika ada keadilan maka sotiitkumendapatkan kepastian
hukum dan begitu juga sebaliknya. Padahal, Thongasnas pernah mengatakan,
walaupun tidak secara lugas bahwa hukum yang tdiEikbukanlah hukumléx
injusta non est 18%% sehingga keadilan adalah suatu prasyarat suatanat

hukum dapat dikategorikan sebagai hukum.

Dalam pengusahaan panas bumi, aturan hukum yangatuenyaitu
Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bdeiam Pasal 2
menyebutkan mengenai asas-asas dalam penyelenggeeagusahaan panas
bumi yaitu: ‘Penyelenggaraan kegiatan pertambangan Panas Bumigameit
asas manfaat, efisiensikeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam
pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkekamju percaya dan
mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan elldmatan, kelestarian
fungsi lingkungan hidup, sertieepastian hukum”. Namun demikian Penjelasan

Pasal 2 hanya menyebutkan “Cukup” dan tidak meniebupenjelasan lebih

1 J.H. NieuwenhuisPrie Beginselen van Contractenrechtissertasi, dalam Herlien Budiono,
Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesiirh Perjanjian Berlandaskan Asas-
Asas Wigati IndonesjaCitra Aditya Bakti, Bandung 2006.

92 J.M. Finnis,Natural Law and Natural Rightslalam Filsafat Hukum Jilid I, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2008: When he says that an unjust law is not law in tealf sense of the
term law [i.e.,simpliciter] notwithstanding that i$ law in a secondary sense of that term [i.e.,
secundum quid]
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lengkap perihal asas-asas yang tercantum dalanh Pa&sadang-Undang No. 27
tahun 2003 tentang Panas Buthi.

Pengertian tentang keadilan dan kepastian hukung ydiambil dari
Undang-Undang ditemukan dalam buku karangan Salid yditu ‘Hukum
Pertambangan Indonesiadimana Salim HS mencoba memberikan pengertian
atas asas-asas keadilan dan kepastian hukum yedandeng dalam Pasal 2
Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Minyak @G@s Bumi sebagai
berikut: "Asas Keadilan adalah suatu asas di dalam penyekagn
pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dalameiengaraan kegiatan itu
harus memberikan peluang kepada dan kesempatan samg kepada semua
warga negara sesuai dengan kemampuannya sehinggat daeningkatkan
kemampuan seluruh masyarakat. Oleh karena ituatiird pemberian izin usaha
hilir dan kontrak kerja sama, harus dicegah terjadaktik monopoli, monopsoni,

oligopoli, dan oligopsorii

Lebih lanjut, dalam buku yang sama, Salim HS, S#S memberikan
pengertian atas asas kepastian hukum sebagai berksas kepastian hukum
merupakan asas di dalam penyelenggaraan pertambangayak dan gas bumi,
dimana di dalam penyelenggaraan usaha minyak danbgani mampu menjamin
kepastian hak-hak dan kewajiban para pihak yanggadakan kontrak kerja
sama atau yang menerima izin usaha hift Dalam buku ini Salim HS
memahami keadilan sebagai pemberian peluang damipatan yang sama bagi
warga negara. Sementara itu kepastian hukum daarskbagai adanya kepastian

hak-hak dan kewajiban para pihak.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa melalui pem@egaukum,

hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukuntigalansur yang selalu

% Undang-undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Buembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 nomor 115, Tambahan Lembaran NegaradRlepndonesia No. 4327

% Salim HS, SH, MS dalatdukum Pertambangan IndonesRT RajaGrafindo Persada, Jakarta
2008
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harus diperhatikan dan menjadi syarat, yaitu kégastukum fechtssicherhejt
kemanfaatanzfveckmassigkgitlan keadilangerechtigkeijt®®

Dari pernyataan tersebut di atas, kepastian huk@mupakan salah satu
syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukaity snerupakan yustiabel
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang beranvébaeseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaemt®

Meskipun bernama pasti, kepastian hukum sendirigaietiung pengertian
yang tidak pastl’ Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspef yan
saling mengkait. Salah satu aspek dari kepasti&anrhualah perlindungan yang
diberikan pada individu terhadap kesewenang-wemaighvidu lainnya, hakim,
dan administrasi (pemerintaf)Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang
seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan deaga yang dapat diharapkan
individu akan dilakukan penguasa, termasuk jugeef@gyaan akan konsistensi
putusan-putusan hakim atau administrasi (pemedingddangkan aspek lainnya
dari konsep kepastian hukum ialah fakta bahwa sgomdividu harus dapat
menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akil@ri tindakan maupun
kelalaian. Aspek ini dari kepastian hukum memberikaminan bagi dapat
diduganya serta terpenuhinya  perjanjian dan dapattuntdtnya

pertanggungjawaban atas pemenuhan perjafijian.

Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum marupakerapan asas
hukum sebagai jantungnya peraturan hukum dan landgang paling luas serta
alasan bagi terlaksananya peraturan huklimAturan hukum memiliki aspek

kepastian hukum dan juga harus memnuhi kebutuhan &kadilan. Ihwalnya

% Sudikno Mertokusumdab-Bab Tentang Penemuan Huku®iT Cira Aditya Bakti, Bandung
1993

% A. Madjedi HasanKontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dapastian Hukum
Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

°"|.H. Hijmans, dalanHet recht der werkelijkhejcdalam Herlien BudionoAsas Keseimbangan
bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum PerjanjianriBedaskan Asas-Asas Wigati Indonesia
Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.

% |bid, hal 208.

% bid, hal 208

100 A Madjedi HasanKontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dapastian Hukum
Jakarta: Fikahati Aneska 2009.
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ilalah bukan hanya perlakuan yang sama terhadaps kestwpa yang patut
dianggap adil; penyamaan secara mutlak justru dapatunculkan ketidakadilan.
Keadilan tidak boleh diartikan formal belaka, kargika demikian, perlakuan
serupa (terhadap kasus serupa) niscaya dianggkgkyser yang adit® Hal ini
digambarkan  dengan baik oleh M.JA. van Mourik omla
Huwelijksvermogensrechdlimana seorang laki-laki dan perempuan sepakakun
menikah dan sebelumnya melakukan perjanjian pemmsafseluruh) harta
kekayaan mereka masing-masing. Sang istri kemudiambantu sang suami
yang usahanya semakin pesat. Namun pernikahan aner@kburuk dan berakhir
dengan perceraian. Perjanjian perkawinan di atdsh tenemberikan bukti
sempurna tentang pemisahan harta. Harta suamistiarakan kembali kepada
pemiliknya masing-masing, dan karena perusahaamisadalah milik suami
sejak awal, maka seluruh harta perusahaan akanakekepada suami. Di lain
pihak, si istri yang selama pernikahan telah membaang suami tentu tidak
diuntungkan dengan ketentuan ini. Masalahnya dieslalah pertimbangan antara

kepastian hukum bagi suami berhadapan dengan &rashibi istri->?

Sebagaimana diketahui, ada tiga cita hukusthts ideg yang selalu
didambakan oleh setiap individu. Ketiga cita huktensebut adalah keadilan
(justice, kepastian hukumldgal certainty dan manfaat gxpediency'® Cita
hukum pertama yang didambakan, yakni keadilanktakpat lepas dari filsafat
tentang manusia dan lebih jauh lagi berhubungamaterialsafah hidup yang
mutlak, yaitu gagasan mengenai apa yang menjadr thagi keadilan itu bertolak

dari nilai-nilai tertentu yang layak untuk dijadikdasar®*

Sebagai suatu pemikiran dasar, cita hukum adalatu $al yang bersifat
abstrak yang berasal dari paham masyarakat akanrhbkserta konsep keadilan
yang terkandung di dalamnya. Cita hukum adalahusagpriori yang sifatnya

normatif dan konstitutif yang menjadi dasar dalaempentukan hukum yang

191 Herlien Budiono, Op. Cit.
1921pid, halaman 210-211

103 A, Madjedi Hasan, Op. Cit.
194 satjipto Rahardjo, Op.Cit.
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mendahului asas hukum. Cita hukum memiliki nilairinsik sedangkan nilai
dalam asas hukum adalah nilai instrumental, yaiti antuk mewujudkan nilai
instrinsik dan dengan hubungan yang heuristik, nfakgsi cita hukum menuju
keadilan mendapatkan kesamaan dengan asas hukgrhgadak mewujudkan
keadilan. Tanpa cita hukum, segenap norma hukuniakgfan makna sebagai
hukum dan karenanya cita hukum juga merupakan talak regulatif dalam

menilai adil atau tidak suatu hukum positif (Radfi)r'®

Konsep keadilan dalam hukum bisnis dapat dibed&leadalam konsep
procedural dan konsep subtantif/ Konsep procedoeskenaan dengan sistem
hukum, sementara konsep subtantif berkenaan dekmatisi sosial. Hubungan
antara kedua konsep tersebut tergantung pada rpildgtimasi prinsip-prinsip
yang melandasi kesepakatan bersama atau bagi kd&esellan dengan cara
menetapkan suatu pola nilai sebagai landasan biggriikm materiil'®®

Beranjak dari uraian di atas, dapat disimpulkanwzaelelemen keadilan
yang merupakan tujuan hukum itu mengandung ianpartiality (sikap tak
memihak) yang kelanjutannya melahirkan gagasquality (persamaan) yang
mempunyai arti menyerupai kewajaran menurut nilarah Membawa ke arah
perlakuan yang sama kemudian akan menimbulkan gatatean mengenai dari
sudut mana keadilan pertama-tama harus dipandang dan dipandang tidak
sama’’ Menurut John Rawls, untuk menguiji tingka keaditami prestasi yang
dipertukarkan, strategi yang dipergunakan adalattdsarkan prosedur tolok ukur
itu ditetapkan. Jika prosedur tersebut berupa pgaja maka prestasi yang
ditetapkan dapat dikatakan adil karena prestaselert telah disepakati oleh para
pihak atau keadilan hanya menetapkan hubungan da@nb jenis dari
perlakuan®®

195 | bid.
19 A, Madjedi Hasan, Op. Cit.
197 pid
1% |pid
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Definisi atas kepastian hukum tidak secara tegasntiimkan dalam
hukum pokok maupun dalam peraturan perundang-uaaan@mun diandalkan
telah diterima oleh hukum yang bersangkdfdrSalah satu upaya memberikan
definisi kepastian hukum telah dilakukan dalam Ungdeindang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal dimana di dalam psajelPasal 2 disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukul@mhaalsas dalam negara
hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peratpesinndang-undangan
sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakéemdbidang penanaman

modal**°

Selain sulit dirumuskan, ketidakpastian hukum itigg sulit untuk
diprediksi, yaitu bagaimana hukum dapat diaplikasikapabila dilihat dengan
perspektif ke depanek ant¢ dan bagaimana pengadilan memutuskan apabila
dilihat dengan perspektif ke belakarex post)**

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukumupa&an ciri
yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutamakunorma hukum tertulis.
Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan malareria tidak dapat dijadikan
sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldomengatakan bahwa
kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat dittannya hukum dalam hal
yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berahakiyang mencari keadilan
ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam shakuertentu sebelum ia
memulai perkara dan perlindungan bagi para pihalkandakesewenangan

hakim 2

Karena aturan-aturan hukum di dalam bidang hukumaprterutama
ditujukan untuk mengatur hubungan antar warga sataa lain, maka menjadi
sangat penting bagi jaminan kepastian hukum, bag@naturan-aturan tersebut

selanjutnya diuraikan dan dikembangkan. Ketentualmwa hakim berhadapan

199 satjipto Rahardjo, Op.Cit.
110 Herlien Budiono, Op. Cit.
11 A, Madjedi Hasan, Op. Cit.
12 |pid.
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dengan kasus serupa harus menghasilkan pertimbadagaoutusan serupa adalah
sesuai dengan maksud dan tujuan keterdugaan debugtan hukum dalam

konteks pemikiran kepastian hukdmi.

Apakah kepastian hukum betul pasti dan memadai fagi pihak dalam
suatu perjanjian? Hal ini dipertanyakan mengingdiwa satu ancaman terhadap
kepastian ialah "perilaku tak terduga dari sesamaausia et toekomstig gedrag
van zijn medemejis demikian dikatakan Nieuwenhut&’ Kepastian hukum tidak
selalu menghasilkan keadilan. Sebab itu pula tlEdguna untuk mendiskusikan
kepastian hukum dalam bentuk "pro-kontra”. Kepasttamkum mungkin saja
berguna untuk memastikan seberapa jauh bobot yapgt dliberikan terhadap
kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimg®aladvankan terhadap
pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan tbabsu nilai kepastian
hukum. Dari ragam kasus hanya dipastikan bahwargedebobot yang akan
diberikan terhadap kepastian hukum hanya ditetajeeus per kasus. Bobot
argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus pengeda satu sama lain
akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gyaaakan berubah-ubah
sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersefatgsaimana akan muncul dan
dipertimbangkan di dalam putusan pengadilan yanpite Argumen-argumen
yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan atganrametode penemuan
hukum akan diterapkan, agar disamping kepastianurhukputusan akhir
pengadilan juga akan dilandaskan pada pertimbaaikgm keadilari™®

Penafsiran mengenai kepastian hukum atau aturamhskngat beragam
dan tergantung dari budaya hukum dan ajaran hukamg gianut. Definisi dan
lingkup penerapan kepastian hukum adalah kontr@alediha Ratio mengatakan
bahwa aspek formal dari kepastian hukum mengacwa gehsyaratan yang
menghilangkan pemilihan dengan sembarangan dariiate@g pembuatan

keputusan hukum yang terjalin dengan konsep dapandlkan predictability).

113 | pid
ibid
1Sibid
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Mengandalkan pada kepastian hukum formal, prinsiguim dan aturan hukum

sering kali berkaitan dengan upaya melindungi képgan masyarakat?®

Aspek subtantif dari kepastian hukum pada giliraanyemerlukan satu hal,
yaitu penyelesaian dalam membuat putusan hukuns Hemoar substansinya dan
harus dapat diterima. Namun prinsip kepastian hukunsering kali diartikan

sebagai berkaitan dengan konsep bahwa putusan hitkkdiapat diramalkan.

4.2 ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI ENERGI REZIM LAMA DAN REZIM BARU

Mengingat potensi panas bumi di Indonesia merupakamng terbesar di
dunid'’ dan sebagai bagian dari masyarakat internasitrdonesia sejak akhir
dekade 60an merupakan negara yang menjadi tujuaestor asing untuk
menanamkan modalnya. Konsekuensi dari kedudukaonésia sebagai tujuan
investasi asing adalah pihak-pihak yang terkaitndionesia baik pemerintah,
perusahaan milik negara atau swasta akan melakuklanngan hukum dengan
pihak asing, terlebih untuk kegiatan di bidang yangmerlukan modal yang
sangat besar seperti dalam bidang panas bumi, lndgmgas bumi serta lainnya
pihak asing akan meminta diberikannya ikatan hukyeng kuat untuk
melindungi investasi mereka dan memastikan invegtag) mereka lakukan akan
dapat memberikan pengembaliaet{rn) sesuai dengan yang mereka harapkan.
Tanpa kepastian hukum, tidak akan ada investorgasiang akan mau
menanamkan modalnya di Indonesia karena modal yeergka tanamkan akan

menjadi tidak pasti pengembaliannya.

118 A, Madjedi Hasan, DR. Ir. MPE, MHontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan
Kepastian HukumJakarta: Fikahati Aneska 2009.

117 sussman, David dan Tucker, Robevtanaging the Geothermal Exploration Procesith

Respect to Risk and Regulatipmsakalah dalam Indonesia Geothermal Conferenge 2R#23,
2009, Bali

18 A, Madjedi Hasan, Op. Cit.
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Salah satu bentuk paling umum yang dilakukan olblkgpihak yang terlibat
dalam investasi adalah (setelah pemenuhan aspeiniattatif dan prosedural)
pihak investor dan lawan pihaknya masuk dalam pgaja yang merupakan dasar
dari pengembalian investasi merékaPenanaman modal asing di negara-negara
berkembang cenderung menimbulkan ketegangan-kegagarpolitik, yang
merupakan produk dari masing-masing persepsi, ydéniinvestor dan negara
tuan rumah. Perbedaan persepsi ini disebabkan kattiakseimbangan dalam

posisi tawar menawar, baik dalam bidang ekonomipuaayolitik *2°

Dalam kontrak internasional dimana salah satu pdddah asing, kepastian
hukum dapat dirumuskan oleh hukum yang berlaku huknasional atau
internasional) atau oleh cara penyelesaian sengkatg@ dipilih para pihak,
apakah arbitrase atau pengadilan tertéfltiDalam Perjanjian Jual Beli Energi
baik Rezim Lama maupun Rezim Baru, penyelesaiagkseta yang dipilih adalah
melalui forum arbitrase apabila jalur perundingaamdi tidak berhasil

memberikan penyelesaian

Dalam dunia pengusahaan panas bumi sebelum tal8) @érjanjian yang
menjadi dasar pengembalian investasi para invesiatah Perjanjian Operasi
Bersama Joint Operation Contragtdan Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama
dengan Pertamina, PLN dan Penjual sebagai pihamdpkrjanjian (perjanjian
tripartit).

Sementara itu, perjanjian yang menjadi pengikatuhghn investor dengan
pihak Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undémg27 tahun 2003 tentang
Panas Bumi adalah Perjanjian Jual Beli Energi ReBaru tanpa adanya
keterlibatan Pertamina dalam skema perjanjian panak sehingga pihak yang
terlibat dalam pengusahaan panas bumi adalah PLN R#mjual (perjanjian
bipartit).

119 | pid
120 pid.
121 |pid
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Dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama, dsselilan dan kepastian
hukum diatur dalam bentuk adanya tanggungjawabuBkemgrhadap dua pihak
lawan janjinya, yaitu Pertamina dan PLN. Semeniaralalam Perjanjian Jual
Beli Energi Rezim Baru, Penjual hanya berhadapamale PLN sebagai pihak

pembeli energi.

Berikut ini adalah asas-asas keadilan dan kepastikum yang penulis
temukan termaktub dalam Perjanjian Jual Beli Endrgik Rezim Lama maupun
Rezim Baru. Penulis melakukan tinjauan atas passddpdalam Perjanjian Jual
Beli Energi Rezim Lama maupun Rezim Baru yang penpandang relevan
dengan maksud penulisan tesis dengan paradigmaalaihek Indonesia sebagai
host country (dalam hal ini PLN) memerlukan adanya keadilan aufal
berhubungan dengan pihak investor (terutama invessmg) yang memiliki
posisi tawar lebih kuat karena diuntungkan secawans$ial dan lebih maju dari
pihak Indonesia serta adanya tuntutan kepada pindénesia untuk menjaga
kepentingan nasional dalam pengelolaan energi, rsanaeitu investor (terutama
investor asing) memerlukan adanya kepastian hukahand perjanjian yang
mereka buat dengan pihak Indonesia, dalam kontekisiam Perjanjian Jual Beli
Energi karena kepastian hukum merupakan faktor ganga pentingnya dengan
peluang ekonomi dan kestabilan politik dalam upaagmarik investasi baik dari

dalam maupun luar negeri.

Pertumbuhan investasi akan terjadi apabila sistekurh dapat menciptakan
predictability, stability and fairness Artinya, bahwa hukum harus dapat
menciptakan kepastian, mengakomodasi atau menyegkha berbagai
kepentingan yang saling bersaing, sehingga tergailitas dan melahirkan

keadilan??

Pasal Scope and General UnderstandirfRuang Lingkup Pekerjaan dan
Pengertian Umum) mengatur ruang lingkup Perjanjlaal Beli Energi antara

Penjual dengan Pembeli. Para Pihak menyepakati do&esjanjian yang dibuat

122 pid
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antara Para Pihak adalah Perjanjian Jual Beli Ed@rgana Pembeli (yaitu PLN)
setuju untuk membeli dari Penjual (yaitu Penjubdrdasarkan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, seluiistrik yang diproduksi dan

diantarkan atau tersedia oleh Fasilitas Pembangkéag dibangun oleh Penjual.

Dalam Pasal ini para pihak secara kontraktual megmbak dan
kewajibannya secara seimbang dengan memberikart keb@jiban yang sama
besarnya, yaitu Penjual wajib menjual listrik yadgproduksi dari Fasilitas
Pembangkit kepada PLN dan PLN wajib membeli dan bagm@r harga beli atas
energi listrik yang diterimanya dari Penjual. Js@ah satu pihak cidera janiji,
maka resiko hukum yang mereka terima juga seimb&etpagai contoh jika
Penjual gagal menjual listrik akibat kesalahanmyaka jika peristiwa cidera janji
tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 180 hari Is¢étePLN mengirimkan
pemberitahuan telah terjadinya peristiwa cidergi,janaka PLN akan dapat
mengajukan pemutusan perjanjian kepada pihak Fedamikian juga jika PLN
cidera janji dan gagal memperbaikinya, maka Penjdapat mengajukan

pemutusan kontrak terhadap PLN dengan segala dkikamnya.

Selain seimbang dalam hal jual dan beli energrikistPasal Scope and
General Understandinguga memberikan hak mendahulu kepada Penjual untuk
membangun Fasilitas Pembangkitan lainnya apabilandaarea yang sama
ditemukan sumber panas bumi yang cukup untuk nEayyembangkit

listrik. 1?3

123 Draft Energy Sales Contract 2009, Section 1.1-8cdphis Contract is an Energy Sales
Contract whereby BUYER agrees to purchase from $R,Lupon the terms and condition

contained in this Contract, all Electricity prodddey and delivered from, or made available by,
the Generating Facilities constructed by SELLERLISER, once Geothermal Energy Sufficient

to supply a power plant of greater than (MW (net) capacity for the applicable

Production Period is discovered in the ContractaAris entitled to develop any Geothermal
Energy located in Contract Area, to build, own apgrate Generating Facilities to convert such
Geothermal Energy to Electricity and to deliver aadl such Electricity (less any electricity for

use in performing Geothermal Operations) to BUYER,t0 a maximum aggregate generating
capacity for the Contract Areaof __ MW.
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Meskipun nampak tidak seimbang karena PLN membherkastimewaan
kepada Penjual untuk mengembangkan pembangunaftaSagtembangkitan,
namun sebenarnya PLN akan diuntungkan karena giigpatensi pengembangan
lebih lanjut, maka PLN dapat membeli energi listyit dengan harga yang lebih
murah karena biaya pengembangannya akan lebih #@#mhdingkan dengan
pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi dan pembanguRasilitas
Pembangkit pertama kali dilakukan oleh Penjual iselmereka juga dapat
menggunakan beberapa fasilitas pendukung sebagdita® bersama yang
akhirnya akan dapat mengurangi biaya yang harusludikkan oleh Penjual
sehingga dapat dicapai harga jual listrik yangHemurah selain profil resiko
yang harus diemban oleh Penjual menjadi lebih KemiEna telah adauccess

storypada Fasilitas Pembangkitan yang pertama.

Diberikannya hak mendahulu kepada Penjual untuk ae@gun perluasan
Fasilitas Pembangkitan dalam area yang sama bagidenerupakan suatu 'uiji
coba’ atas adanya kepastian hukum dalam Perjadjiah Beli Energi dengan
melihat apakah kesempatan mengembangkan Wilayaja IR@anas Bumi lebih
lanjut akan mendapatkan dukungan dari PLN (dan HRetak) dengan
pelaksanaan proses negosiasi harga listrik darilitBas Pembangkitan baru
dengan PLN yang pasti jadualnya dan keluarnya pugusen Menteri ESDM yang
tidak terlalu lama atas usulan harga listrik yagight dinegosiasikan antara PLN

dengan Penjual.

Asas kepastian hukum tercermin dalam PBsdinitions (Definisi Istilah)
karena dengan adanya istilah dan batasan yangdgtedisepakati bersama, maka
hal ini akan mengurangi adanya peluang multi tad$as suatu suatu hak dan
kewajiban para pihak dalam pelaksanaan Perjanjeh Beli Energi. Hal ini
ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalamuilpengetahuan_kum
soal istilah adalah sangat pentifig selain dalam praktek sehari-hari yang
merupakan pelaksanaan isi dari Perjanjian JualBergi, para pihak akan lebih

tenang dalam melaksanakan kewajibannya masing-mdsimena tidak ada

12%prof. DR. Wirjono ProdjodikoroAzas-azas Hukum PerjanjiaGetakan keduabelas, Penerbit
Sumur, Bandung, 1993
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peluang menafsirkan secara berbeda dengan menggusa#ut pandangnya atas
suatu hak yang telah secara jelas diuraikan dakmariian Jual Beli Energi.

Pasal Definitions juga mengadung asas kepastian hukum dalam hal
memberikan kepastian bagi para pihak tentang sigpm yang dapat
dikategorikan sebagai Pihak TerafiliasiAffiliated Company or “Affiliate”),
batasan atas Periode Penyesuaiagkdj(fstment Perid, Faktor Ketersediaan
(“Availability Factor) yang menjadi dasar perhitungan harga jual belawh
suatu masa, kapan para pihak dapat menentukan adinyal Tanggal Beropersi
Komersial (Date of Commercial Generatitn sehingga memiliki kepastian
dimulainya dan berakhirnya Perjanjian Jual Beli ifghéermasuk melakukan
penyesuaian jangka waktu perjanjian apabila digarduseperti saat terjadinya
Force Majeure yang menghalangi pelaksanaan isi perjgnfidanya pemahaman
yang sama perihal Tanggal Pertama Beroperd3até® of First Operatiof)
sehingga Penjual mulai dapat menghitung jumlah genestrik yang dijualnya
kepada PLN, termasuk pengertian tentang Sengkbiap{it€) agar tidak terjadi
perselisihan dengan apa yang dimaksud dengan dengken kapan Tanggal
Efektif (“Effective Dat®) perjanjian terjadi untuk menghitung berjalannyaktu
Perjanjian Jual Beli Energi dan istilah-istilahniaya yang sangat berguna dan
memberikan rasa aman (kepastian) saat terjadi syeEbedaan dalam

pelaksanaan isi perjanjian.

Asas keadilan dan kepastian hukum juga terkandualgnd pasal yang

mengatur tentanderm (Jangka Waktu Kontraky. Pasal ini mengatur waktu

12%Draft Energy Sales Contract 2009, Section 3.1.dfffe Date and Contract Duration.

This Contract shall become effective on the date @ontract is approved by the Minister of
Energy and Mineral Resources of the Republic obhasia/Governor/Regent, and the term of this
Contract (the"Contract Term” ) shall be a period ending 420 (Four Hundred ancerity
Months after Contract signing date unless extemdeshrlier terminated as provided herein.

With respect to each Unit, the period for delivefyGeothermal Energy to or Electricity from such
Unit (the “‘Generating Period’) shall be 300 (three hundred) Months, includifiy(6ixty) Months
for Construction Period. commencing on thBate of Commercial Generationfor such Unit (as
referenced in Appendix 1), provided that if a Protlon Period ends prior to the end of the
Contract Term of this Contract, such Productionid®eshall be extended, upon mutually agreed
price, terms and conditions, to coincide with the ef the Contract Term of this Contract. Should
any Production Period extend beyond the ContracmT&f this Contract, the Contract Term of
this Contract shall be extended until the end afhsBroduction Period(s). The running of the
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tertentu dimana Perjanjian Jual Beli Energi ditktapsebagai efektif dan jangka
waktu berlakunya Perjanjian Jual Beli Energi terakadi dalamnya berapa waktu

perpanjangan yang dapat diberikan.

Pasal ini memberikan kepastian hukum kepada Pebgala dia tidak akan
dirugikan, malah akan diuntungkan karena jika Rferi¢’roduksi panas bumi
berakhir sebelum masa akhir Perjanjian maka Peraeluksi tersebut akan
diperpanjang sampai dengan masa akhir Perjanjipayautanggal berakhirnya
sama (dengan harga yang disepakati bersama olelpibaik). Demikian pula jika
Periode Produksi Perjanjian berakhir melebihi bleialya jangka waktu
Perjanjian maka Perjanjian akan diperpanjang sadgajan berakhirnya Periode
Produksi. Pasal ini juga adil kepada kedua beldiakpikarena memberikan
pemecahan masalah berbedanya jatuh tempo Perjay@érBeli Energi dengan
Priode Produksi dalam Wilayah Kerja Panas Bumi ydikglola oleh Penjual

dalam Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi yamg.sa

Namun demikian, pasalermini juga menyimpan potensi ketidakpastian
hukum karena dalam Pasal ini juga diatur bahwaalzmya jangka waktu
Perjanjian akan ditunda dalam setiap tahap jikgudeémasih belum berhasil
mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan Fastiadbangkit dan fasilitas
lainnya sehingga jika Penjual masih terus gagaldapatkan pembiayaan maka
PLN tidak bisa secara sepihak melakukan pemutusgarpan karena hal ini
bukan merupakan suatu peristiwa cidera janji yaimkakan oleh Penjual dan
tidak memiliki konsekuensi hukum bagi Penjual. Dalpasal ini Penjual juga
diberikan kelonggaran apabila dia masih belum lsrhanendapatkan
pinjaman/pembiayaan dari krediturnya, maka akarardigalan keluar yang
tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3 Rarjahjal Beli Energi?® Hal ini

Contract Term of this Contract, and any relevamiogehereunder, shall be suspended during any
period SELLER remains unable to arrange financargcbnstruction of any Generating Facilities
in accordance with Section 5.3.

126 consultation Regarding Financing and Approvals.

If SELLER is unable to arrange financing or obtaiermits or other approvals for Generating
Facilities pertaining to the first additional Unigferred to in Section 5.2(c)(i), SELLER shall
notify BUYER and the Parties shall consult withveew to determining what alternative
arrangements may be made. From the date of suwenottil such time as SELLER confirms that
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tentunya kurang memenuhi rasa keadilan bagi pilak Rarena jika Penjual
dalam suatu Wilayah Kerja Panas Bumi tidak kunjloeghasil mendapatkan
pembiayaan atas proyek pembangunan pembangkik ltg&naga panas bumi,
maka PLN hanya bisa pasrah menunggu perkembangmmjuseya tanpa dapat

melakukan apapun terhadap Penjual..

Kurang terpenuhinya asas keadilan dalam Pasal a@rgetmin dalam
diberikannya dua keleluasaan kepada Penjual datsnguysahaan panas bumi dan
PLN tidak mendapatkan keleluasaan serupa. Keledmaspertama adalah
keleluasaan dalam menyesuaikan jangka waktu beryakéerjanjian Jual Beli
Energi dengan Periode Produksi sumur panas burmgggh Penjual akan selalu
mendapatkan kesempatan menjual energi listrik kepddN selama sumur panas
bumi masih dapat menyuplai panas bumi ke pusaikliganas bumi. Sementara
itu dalam keadaan normal (tidak ada kerusakan/kepepemeliharaan rutin atas
pembangkit listrik tenaga panas bumi), PLN tidakotithkan “memberikan
perintah” kepada Penjual untuk menurunkan jumlarergn listrik yang
diproduksinya sebagaimana PLN dapat lakukan tefhdnjual lainnya yang
memiliki pusat listrik selain pusat listrik tenaganas bumi (seperti pusat listrik
tenaga uap, gas dan minyak bumi), kecuali Penjuahgminkan karena
pembangkit listrik tenaga panas bumi milik Penjdierlakukan sebagaBase
Load Plant (Pembangkit Beban Dasar) dengan konsekuensi selaasilitas
Pembangkitan siap mengantarkan listrik kepada Plakanmeskipun saat itu
PLN tidak membutuhkan energi listrik dari PenjlRILN setiap bulan tetap wajib

membayaEnergy PaymerdanCapacity Paymenrkepada Penjual.

Keleluasaan kedua yang juga diberikan oleh PLN d#ap@enjual adalah
apabila Penjual masih belum berhasil mendapatkambjggraan atau pinjaman

untuk pembangunan Fasilitas Pembangkit dan fasilagnnya dalam Wilayah

satisfactory financing or approval arrangementshaen made, the running of the Contract Term
of this Contract shall be suspended. However, ribstanding the provisions of the last sentence
of section 3.1 and the foregoing provisions, if suspension of the Contract Term of the Contract
is due to an inability on the part of SELLER toamge financing for any subsequent additional
Unit(s) referred to in Section 5.2(c)(ii), such gession shall be limited to a period or cumulative
periods of certain Months from the date of firstification of such inability.
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Kerja Panas Bumi yang di bawah pengelolaannya, nrakakipun hal ini
merupakan metode yang lazim dalam dunia pertambamgangingat faktor
resiko kegagalan dalam pengusahaan panas bumitdarga, namun mestinya
tetap harus diatur batasan waktu paling lama yamatdditoleransi oleh PLN
sehingga PLN dapat melakukan tindakan hukum apdbdajual tetap gagal
mencari pembiayaan setelah lewatnya waktu yangirddlam Perjanjian Jual
Beli Energi sekaligus mengakomodasikan batas waking telah ditetapkan

dalam Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.

Tiadanya pembatasan waktu ini merupakan cermirk tatlanya keadilan
dalam pasal ini bagi pihak Pembeli, selain daripadaalam pasal Denda untuk
Keterlambatan Pembayararp€halty for Late Paymeit apabila PLN terlambat
melakukan pembayaran maka Penjual akan mengenadaia csebesar sekian
persen di atas suku bunga antar bank di London@RBondon Inter Bank Offer
Rate.

Asas kepastian hukum tercermin dalam pasal yanggaten ketentuan
tentangBuilding, Project ImplementatioiiPelaksanaan Proyek) d@wonstruction
of Facilities (Konstruksi Fasilitas). Dalam pasal ini, Penjua¢miberitahukan
kepada PLN vyang tidak boleh menghalangi kemapragfess proyek
pembangunan pembangkit listrik panas bumi karenad teessebut telah
mendapatkan izin dari pihak pemberi izin (Ment&nibernur atau Bupati) berupa
Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi dan PemanfaBalam Pasal ini Penjual
bertanggungjawab untuk melakukan pengeboran di sumpanas bumi,
menjalankan operasional serta pemeliharaan danaigarb atas Fasilitas

Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan.

Pemberitahuan oleh Penjual kepada PLN bahwa iaelvgjikan untuk
membangun Fasilitas Pembangkit merupakan buktiy@dasas kepastian hukum
dalam Perjanjian Jual Beli Energi dimana fungsitkanoleh PLN agar Fasilitas
Pembangkit yang akan dibangun oleh Pengembanaguaidissuai dengan dengan
Sistem Transmisi PLN bersanding dengan diberikanmgsetujuan oleh PLN
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agar Penjual dapat memulai pembangunan PusatkLi®rnaga Panas Bumi tanpa
halangan teknis yang berarti karena disain tekaisgsuai dengan disain PLN,
sehingga Penjual memiliki kepastian bahwa selanmabpegunan berlangsung
tidak akan ada ‘kejutan’ dari PLN terhadap pelaksan disain yang telah
disepakati oleh PLN sebelumnya.

Perjanjian Jual Beli Energi yang membagi resikaaentLN dan Penjual
dengan meletakan resiko Proses Pembangunan, RelaksBroyek, Konstruksi
Fasilitas dan pembangunan Fasilitas Pembangkit Flsilitas Pendukung di
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di pihak lRénjtermasuk adanya
tanggungjawab Penjual untuk melakukan pengeborasudiur panas bumi,
menjalankan operasional serta pemeliharaan danaigarb atas Fasilitas
Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan meskipun narkpang mencerminkan
asas keadilan bagi Penjual, sebenarnya dapat glasitdtengan membatasi resiko
yang ditanggung Penjual dengan adanya upaya Pdate(iAusat, Provinsi atau
Kabupaten) memberikan data yang akurat tentangngosumber panas bumi
yang ada di Wilayah Kerja Pertambangan Panas B@mingga mengurangi
persepsi resiko ketidakpastian potensi panas bummada Penjual yang pada
akhirnya akan membebani PLN dengan harga juaikligiang tinggi sebagai

exchangetas resiko tinggi yang diemban Penjual.

Pembagian resiko sebagaimana tersebut di atas m&arbpeluang kepada
Penjual untuk meminta agar PLN memperlakukan plistak panas bumi yang
mereka operasikan sebadgaase Load Plantdan PLN, mau tidak mau harus
memenuhi permintaan tersebut karena resiko yanghdiaoleh Penjual sudah
begitu besar sejak awal tahap pengembangan panas beskipun PLN masih
dapat meminta kepada Penjual untuk menurunkan #kapadistrik yang
diantarkan ke PLN untuk periode waktu tertentu ¢stepada mas&chedule

Outagépemadaman terjadual untuk kepentingan pemeliharaan

Adanya pembagian resikdl{ocation of Risk yang mengalokasikan resiko

yang tinggi sejak awal kepada Penjual menimbulkanppsisi yang tidak
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seimbang pada saat dilakukannya negosiasi Penadjial Beli Energi dengan
PLN, sehingga harga jual listrik cenderung menjédggi karena Penjual
menanggung seluruh resiko pengembangan panas lmjaki ®hap Eksplorasi
(bahkan mungkin sejak tahap Survei Pendahuluan)paardengan Tahap
Konstruksi Fasilitas Pembangkitan mencapai tahapgda Operasi Komersial.
Hal ini menjadi sebab sempitnya ruang gerak PLNardahegosiasi Perjanjian
Jual Beli Energi dengan Penjual dan PLN dihadapgpada pilihan untuk

menerima harga tinggi yang diusulkan oleh Penjual.

Asas kepastian hukum tercermin dalam pasal peRihiae (Harga) yang
merupakan pokok dari Perjanjian Jual Beli Energilabn Pasal ini diatur secara
jelas dan mendetil tata cara pelaksanaan jualliseik sejak Tanggal Pertama
kali Beroperasi suatu Unit Pembangkit sampai defiganggal Operasi Komersial
sehingga tidak akan timbul ketidakpastian yang ménikan rasa tidak aman
bagi Penjual dalam pengusahaan panas bumi. Pesifaal tahu dengan pasti
bahwa dalam tahap ini yang diperjualbelikan adalahElectrical Outpuf’ yang
dibangkitkan oleh suatu Unit Pembangkit.

Dalam Pasal ini juga diatur tentang tata cara lpedil listrik sejak Tanggal
Operasi Komersial sampai dengan masa berakhirnganftan Jual Beli Enerqgi
dimana sejak Tanggal Operasi Komersial sampai aebgaakhirnya Perjanjian
Jual Beli Energi yang diperjualbelikan adaldhit Rated Capacit}?® dan Net

Electrical Outputsehingga Penjual mendapatkan kepastian hukumaptagang

127 “Net Electrical Output” shall mean the net energy delivered by SELLERBW$YER from
each Unit, in kWh, as measured at the MeteringtRadithe end of each Month;

128 «Unit Rated Capacity’ shall mean the average gross kilowatt generatimpgcity of a Unit
determined by operating the Unit at its maximunaiatble output for continuous seventy—two
(72) hour test, with all equipment operating withianufacturer’s specifications. Such generating
capacity shall be measured at the Metering Poihe generation and equipment data shall be
recorded during the test, and Unit generating dapaball be corrected to design and operating
conditions in accordance with test procedures stibthby the manufacturer and mutually agreed
to by BUYER and SELLER. Such test will be perfornfed each Unit once per Calendar Year
and once following each major overhaul of such Umibvided however, that (i) such test may be
performed more frequently by mutual agreement efRlrties, and (ii) upon request by BUYER,
such test shall be performed at any time at whirth $Jnit shall have failed to provide an average
Availability Factor of at least 0.5 for the immetdily preceding three (3) Months;
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akan diterimanya sejak Tanggal Operasi Komersiahpsa dengan masa
berakhirnya Perjanjian Jual Beli Energi.

Dalam Pasal ini juga terkandung asas kepastianrhulangan diberikannya
keleluasaan kepada Penjual untuk menyesuaikan haabéastrik apabila terjadi
suatu perubahan peraturan dalam hukum dan perunohi@ngan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan uiggn, pemanfaatan
lahan/tanah atau konten lokal dari bahan yang diyrexkan oleh Penjual maka
base energy pricgang tersebut dalam Pasal tent&wergy Paymentlanbase
capacity payment ratgang tersebut dalam Padaépacity PaymenPerjanjian
akan disesuaikan untuk memelihara tingkat keekoaonyiang dinikmati oleh
Penjual*®

Adanya ketentuan bahwa PLN wajib untuk membeliikgtada jumlah dan
kapasitas yang disetujui dalam Perjanjian Jual Beérgi merupakan suatu upaya
membagi resiko untuk memenuhi asas keadilan. PL&h akenanggung resiko
pembelian energi listrik selama masa berlakunygaRjean Jual Beli Energi dan
akan menanggung pembayaran denda jika terlambatkoieln pembayaran atas
harga jual energi listrik. Hal ini dilakukan karehampir seluruh resiko besar
pada tahap awal pengusahaan panas bumi sepe#i pendahuluan, eksplorasi,

studi kelayakan dan eksploitasi dibebankan kepédk gPenjual.

129 5ection 6.5. Increased Costs.

In the even that SELLER incurs additional or insesgh costs in performing its obligations or
exercising its rights hereunder as a result of ahgnge in the laws or regulations of the
Government relating to the environment, land uscal content of materials used by SELLER
then the base energy price set forth in Sectioraf®the base capacity payment rate set forth in
Section 6.3 shall be adjusted to preserve SELLER&omic rate of return (net of taxes and other
impositions) upon its investment in the Geother@pkrations. To the extent that such increased
cost shall require SELLER to obtain additional fineng, SELLER shall use good faith efforts to
promptly obtain such financing. Upon occurrencewdéh an increased cost the Parties shall, for a
period of up to six (6) Months, consult to deterenthe necessary adjustment to the base capacity
payment and the base energy price, as set foithisrSection. If, after six (6) Months following
the occurrence of such increased cost, the Pdudies been unable to agree on such an adjustment,
such price adjustment shall be determined in aeosurel with the procedures set forth in Section 9.
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Pembagian resiko antara PLN dengan Penjual ini emehgg asas
kepastian hukum dan keadilan karena Penjual ydag teengambil resiko pada
tahap awal pengusahaan panas bumi akan mendapaggastian bahwa energi
panas bumi yang ditemukannya dalam Wilayah KerjgaR#angan Panas Bumi
akan dibeli PLN selama masa berlakunya Perjadjieah Beli Energi. Sementara
itu asas keadilan tercermin pada pembagian resakg yarus ditanggung para
pihak, dalam hal ini PLN akan menanggung resikaikimhembeli energi dari
penjual dan membayar harga jualnya selama 30 tatasa berlakunya Perjanjian
Jual Beli Energi yang merupakarade off atas resiko yang telah diambil oleh
Penjual sejak tahap awal pengusahaan panas bumgibgjangka waktu sekitar
12 tahun sejak Perjanjian Jual Beli Energi ditaadgani sampai Tanggal Operasi
Komersial**

Asas kepastian hukum terkandung dalam pasal perihayment
(Pembayaran) dimana dalam pasal ini para pihakkaepmtuk menggunakan
mekanisme pembayaran yang menentukan ke rekenimigrbana Pembeli akan
membayaiUnit Rated CapacitglanNet Electrical Outpuiatas energi yang telah
diterimanya Penjual. Pembeli tidak boleh melakukaekanisme pembayaran
selain yang telah ditentukan dalam pasal ini umhémberikan rasa aman dan
kepastian hokum bagi Penjualakan haknya atas haedaenergi listrik Unit
Rated Capacitydan Net Electrical Outpyt Bukti lain adanya asas kepastian
hukum dalam pasal ini adalah disebutkannya patg@eanbayaran harga listrik
adalah angka yang tertera pada alat pengukur higtée (metering deviceyang

berada dMetering Point(titik pengukuran pemakaian listrik3*

Adanya kesepakatan untuk menghitung penjualan endigrik
menggunakan alat pengukur meter listrik merupalaminan adanya upaya para
pihak (baik disadari atau tidak) untuk memasukaas dsepastian hukum dalam
Perjanjian Jual Beli Energi. Adanya tolok ukur ygoasti menjamin kepastian
yang diperlukan oleh Penjual dalam melakukan jugl bnergi dengan PLN

karena meskipun jarang menimbulkan perselisihanmuna Pasal perihal

10PN - Energy Sales Contract, 1995.
31PN - Energy Sales Contract, 1995.
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Pembayaran Rayment menjadi penting apabila terjadi kegagalan pemdraca
pada alat pengukur meter listrik karena rusaknyst ateter tersebut. Asas
kepastian hukum juga tercermin dalam disepakatiayaan mengenai angka
meter yang akan digunakan para pihak untuk dijadikiasar perhitungan
pembayaran listrik yang dijual oleh Penjual kep®d&, sehingga Penjual tetap
dapat melakukan penagihan kepada PLN dan PLLN npatkin kepastian

berapa jumlah energi yang harus dibayarkan kePadgual.

Pasal Termination and Defaul{fPemutusan Perjanjian dan Cidera Janiji)
mencerminkan adanya asas keadilan dalam hubundamhBenjual dan PLN,
dimana apabila terjadi peristiwa-peristiwva cideaajij yang memicu pihak yang
tidak cidera janji fon-defaulting party untuk mendapatkan hak mengajukan
pemutusan perjanjian, maka proses pemutusan parjaberlaku sama dan
seimbang bagi masing-masing pihak, yaitu pihak yadgk cidera janji akan
tidak dipersulit dalam melakukan pemutusan pegankarena telah diatur secara

tegas dalam pasal ini.

Pasal ini secara sistematis memberikan rasa kepagepada masing-
masing pihak karena mengatur dengan jelas dan rikehdgaimana dan kapan
Perjanjian Jual Beli Energi dapat diakhiri sepapabila terjadi penetapan pailit
atas diri masing-masing Penjual atau Pembeli, pésaram, likuidasi atau
ditunjuknya kurator/likuidator yang akan melaksaralpemberesan harta pailit
atau likuidasi atas harta si pailit, termasuk adapgnambahan klausula bahwa
jika pembeli gagal melakukan pembayaran dalam waRtiari dan cidera janiji
tersebut tetap berlangsung tanpa ada upaya untpenkaikinya maka Penjual

akan berhak mengajukan pemutusan atas PerjanghBéli Listrik.**?

132 Section 12.1.  SELLER Termination Events. Eacheuénts set forth below shall be a

SELLER Termination Event:

(@) the occurrence of any of the following events: tfig passing of a resolution for the
bankruptcy, winding up, liquidation of, or othemdlar proceeding relating to SELLER; (ii)
the appointment of trustee, liquidator, custodjamyvisional manager or similar person in
proceeding, referred to clause (i), which appoimnies not been set aside or stayed within
sixty (60) days after such appointment; or (iii¢ itmaking by a court having jurisdiction of
an order winding up or otherwise confirming the kraptcy or insolvency of SELLER,

Universitas Indonesia
Menemukan asas..., Yerri Anullah, FH Ul, 2010.



95

Pasal dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lagysng paling
kontroversial dan menarik untuk diteliti adalah &#agang mengatur ketentuan
Force Majeureg(Kejadian Kahar). Pasal ini meskipun memberikaa@aman pada
Penjual karena mencerminkan asas kepastian hukamum dirasakan kurang

memenuhi rasa keadilan bagi pihak Pembeli, yaith.PL

Dengan adanya pembagian resiko yang berat sebefatadenjual dengan
PLN, maka sejak Perjanjian Jual Beli Energi Reziamk ditandatangani, PLN
menanggung resiko terhadap tindakan Pemerintamési® yang terjadi selama
jangka waktu Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lammdakan apapun yang
dilakukan Pemerintah Republik Indonesia tanpa sefmiy benar j{stifiable
caus@ dan tidak dapat diterima oleh pihak Penjual, makh tersebut akan
menyebabkan PLN harus menanggung resiko hukum elzemigan, terlebih tolok
ukur yang dikenakan terhadap tindakan Pemerintedeliat adalah tidak pasti

which order has not been set aside or stayed wsikig (60) days after such order is made;
and

(b) the breach by SELLER of any of its material obligas under this Contract which is not
remedied within one hundred eighty (180) days aftetice from BUYER to SELLER
(which notice shall state that it is delivered manst to this Section 12.2(b)) stating that
such a breach has occurred, identifying the bréachuestion in reasonable detail and
demanding remedy thereof.

Section 12.2. BUYER Termination Events.
Each of the events described below shall be a BUYERnination Event:

(d) the occurrence of any of the following events: tfip passing of resolution for the
bankruptcy, insolvency, winding up, liquidation of; other similar proceeding relating to
BUYER; (ii) the appointment of a trustee, liquidataustodian, provisional manager or
similar person in a proceeding referred to in aa(is which appointment has not been set
aside or stayed within sixty (60) days after sugpantment; or (iii) the making by a court
having jurisdiction of an order winding up or otivse confirming the bankruptcy or
insolvency of BUYER, which other has not been s#de@ or stayed within sixty (60) days
after such order is made;

(e) the failure of BUYER to make any payment requireder this Contract within ninety (90)
days of the date on which such payment first besotoe and payable; and

()  the breach by BUYER of any of its material obligat under this Contract (other than any
breach referred to in section 12.3 (b)), which @ remedied within one hundred eighty
(180) days after notice from SELLER to BUYER (whiclotice shall state that it is
delivered pursuant to this Section 12.3 (c)), stptthat such a breach has occurred,
identifying the breach in question in reasonablkaitland demanding remedy thereof.
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sehingga menimbulkan ketidakpastian apakah Perabristah bertindak dengan
dasar/sebab yang bengairstified) yang ukurannya abstrak dan kualitatif sehingga
membuka peluang adanya pengenaan tanggung jawgbsgaigat besar kepada
PLN seperti terjadi pada kasus arbitrase antara Rhé&lawan Himpurna

California Energy dan PLN dan Pertamina melawaraKarBodas Compariy>

Tidak seimbangnya pembagian resiko dalam pasele Majeuredi dalam
Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama adalah symmbedaan yang tidak
lazim dalam hukum internasional sebagaimana dikatakeh Frederick R. Fucci.
Pencantuman klaus&lorce Majeurg(keadaan memaksa) yang berlaku untuk satu
pihak tersebut dalam kontrak proyek listrik swasterupakan kejelian dari
penasehat hukum Penjual dalam pembuatan kohtta#al ini dimungkinkan
terjadi karena pihak Penjual (terutama investongdsmemiliki kelebihan dari
segi pengalaman, teknis, komersial dan legal dibpgkdn dengan pihak

133%Section 10.2  Instances of Force Majeure (hanya)(ean (f)

Subject to the provisions of Sections 10.1 and ,1Bv&nts of Force Majeure shall include, but

shall not be limited to:

(c) with respect to SELLER onlyany action or failure to act without justifiabdause by the
Governmentor any governmental instrumentality of the Repulolf Indonesia (including
any action or failure to act without justifiableusg by any duly authorized agent thereof),
including without limitation the denial of or delay without justifiable cause the granting
of any approval, permit or consent upon due apfdinatherefor and diligent effort by
applicant toallobtain, the failure without justifiable cause ofyasuch approval, permit or
consent once granted to remain in full force arfdcéfor to be renewed on substantially
similar terms, and any delay in the importationegfuipment or supplies into Indonesia
resulting from any action or failure to act withdustifiable cause by the Government or
any governmental instrumentality of the Republi¢drafonesia; and

(d) with respect to SELLER on)ythe adoption, enactment or application to SELLEBRy
Contractor or the Generating Facilities or Fieldifiges of any law, regulation or other
legal requirement of the Government or any govemtal@nstrumentality of the Republic
of Indonesia (i) relating to environment other thhose in effect as of the date hereof or (ii)
not existing or not applicable to SELLER or the &gting Facilities or Field Facilities as
of the date hereof, or any change in any such ftagulation or other legal requirement or
the application or interpretation thereof by the v&wmment or any governmental
instrumentality of the Republic of Indonesia aftee date hereof, but not including any
such legal requirement or interpretation or apfilicathereof in existence at such date
which by its terms became or will become effectared applicable to SELLER or the
Generating Facilities or Field Facilities after sutate;

134 Frederick R. Fuccijssues in Enforceability of Arbitral Awards in Inbasional Project

Lending,Presentasi untuk IBA, San Fransisco, 10 Septe20@3
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Indonesia sehingga didapatlah perjanjian-perjanyang 'berat sebelah’ dan

cenderung meninggalkan asas keadilan.

Dari penelusuran literatur yang penulis lakukamnyata dibebankannya
resiko tindakan Pemerintah kepada pihadst country (seperti PLN untuk
Indonesia) hanya terdapat dalam Perjanjian Jual Bwedrgi/Perjanjian Jual Beli
Listrik di Indonesia. Pembagian resiko semacam tidak ditemukan pada
Perjanjian Jual Beli Energi/Perjanjian Jual Belsttik di India, Thailand, Sri
Lanka dan Vietnam® Dengan diberikannya hak untuk menyatak@orce
Majeuresaat terjadi tindakan Pemerintah kepada satu @agkdalam Perjanjian
Jual Beli Energi Rezim Lama, dalam hal ini Penju@hka kedudukan para pihak
dalam perjanjian ini menjadi tidak setara, karermnyla Penjual saja yang

diuntungkan oleh pembagian resiko yang tidak seimgts&perti inf.*°

Ditandatanganinya beberapa Perjanjian Jual BelirgtnRezim Lama
dengan memberikaprivilege yang begitu besar kepada investor asing menurut
pandangan penulis merupakan ‘keteledoran’ yangk tidaleh terulang lagi,
terlebih setelah PLN, Pertamina dan Pemerintah aleng kekalahan beruntun
di forum arbitrase saat digugat oleh Penjual dakasus Himpurna California
Ltd. Melawan PLN dan Pemerintah RI serta Karaha aBodlLC melawan
Pemerintah RI, Pertamina dan PLN.

Untuk menghindari terulangnya kejadian yang samad?intah (dalam hal
ini Kementerian ESDM), PLN dan Pemerintah Daerdiagai pelaksana lelang
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di daeralj yaamiliki potensi panas
bumi, mendesak dan penting untuk mengevaluasi kiepd@turan yang selama
ini sudah berjalan sehingga proses pengadaan pss& tenaga panas bumi
secara hukum benar sejak awal proses hingga tadwayarpaatan (operasional

pusat listrik tenaga panas bumi), terlebih 5 tabelakangan inissuepengadaan

135 Steven Ferrey,Small Power Purchase Agreement Application fo Rebéw Energy
Development: Lessons from Five Asian Countrigsia Alternative Program, the World Bank,
Februari 2004

1% A. Madjedi Hasan, Op. Cit.
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barang dan jasa merupakan masalah yang menjadasgsaling gencar aparat
hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dalam pasal tentandssignment(Pengaliharfy’, PLN memberikan izin

sejak awal kepada Penjual/Penjual untuk mengalitii@dahak dan kewajiban-

137 Assignment to Financing Parties

(d) SELLER may assign all or any part of its entirehtsg interests and obligations hereunder
or create a security interest over its rights amerests in this Contract, or its revenues
therefrom, and its assets (including the Generafiiagilities but not including the Field
Facilities), to lenders for the purpose of securim@ncing for Geothermal Operations.
BUYER and SELLER hereby consent to the grantindBy.LER to SELLER’s lenders of
security interests in this Contract and such as€®tsYER and SELLER shall, upon
reasonable request, execute such consents to nowledgements of such assignment by
SELLER and other customary matters as SELLER oleitglers reasonably require in
connection with the financing the Geothermal Openrat and shall agree to (i) provide
such lenders reasonable notice of and opportumitpite SELLER’s defaults hereunder, (ii)
allow such lenders to be assigned all of SELLERj&ts hereunder and in such assets in
the event of default, with the right to reassigretsuights to a competent replacement
operator, provided, however, that SELLER shall kB&pYER currently informed of any
such assignment or reassignment, and (iii) prowseother customary lender protection
provisions that are not in violation of Indoneslaws or regulations.

(e) Notwithstanding the above, the assignment by amgde of the rights and assets of
SELLER hereunder to a replacement operator shadlubgect to the following conditions
being satisfied, to the reasonable satisfactidBldYER:

(iv)  Such proposed assignee being a financially sourt reputable power facility
operator having prior experience with geothermarapions; and

(v) The assumption by such proposed assignee of thHasrignd obligations of
COMPANY hereunder accruing on or after the datsuzh assignment.

) BUYER and SELLER also agree (1) to reasonably craipego amend this Contract and as
reasonably required by SELLER'’s lenders providedhsamendments either (a) do not
materially increase BUYER'’s obligations or matdyiatlecrease their respective rights
hereunder, or (b) are not materially less favorabIBUYER than the provisions of similar
contracts executed by BUYER as applicable, wittdtparties engaged in similar enterprise
as SELLER, and (2) to renegotiate this Contracgaond faith if the terms hereof render
financing impractical. SELLER acknowledges and egréhat any assignment to a secured
party shall not relieve SELLER of its performanckligations to BUYER under this
Contract.

Section 11.2. Assignment to Affiliates SELLER may assign all or any part of its entire
rights, interests and obligations hereunder toliatés upon the prior consent of BUYER, such
consent not to be unreasonably withheld or delaigdlYER may assign all or any part of its
entire rights, interests and obligations hereurndeiffiliates upon the prior consent of SELLER,
such consent not to be unreasonably withheld ayeel.

Section 11.3. Other AssignmenSELLER may assign part of its rights, interestd abligations
hereunder to a third party or parties subject tovBB’s prior approval. SELLER may assign its
entire rights, interest and obligations hereundertthird party or parties subject to the prior
approval of the Minister of Energy and Mineral Re®es/Governor/Regent.
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kewajibannya dalam Perjanjian Jual Beli Energi kippihak terafiliasi dengan
Penjual, kepada krediturnya dan kepada pihak kégigaya. Pengalihan seperti
ini merupakan hal yang lazim dalam proyek yangajiaii oleh kreditur dengan
masa pembayaran kembali utang yang panjang danadejangka waktu

perjanjian puluhan tahun.

Asas keadilan dan kepastian hukum tercermin dalasalpini karena
memberikan hak dan kewajiban yang seimbang kepadgudd, yaitu Penjual
wajib membangun, membiayai dan mengoperasikan krpysat listrik panas
bumi dan di sisi lain Penjual juga diberikan hakuknmengalihkan hak dan
kewajibannya kepada pihak terafiliasi yang dipematk@an oleh kreditur dalam
pembiayaan proyeknya agar pembangunan proyek #erjabsuai rencana.
Penjual juga disyaratkan untuk meminta izin dariNPlapabila hendak
mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak &esiglain pihak yang

terafiliasi dengan Penjual.

Dicantumkannya pasal Pengalihan ini juga menceramnkdanya asas
kepastian hukum dalam Perjanjian Jual Beli Ene@jieka yang diutamakan
adalah kepastian akan kelangsungan dari proyek gegoinan pusat listrik panas
bumi, sehingga apabila Penjual tidak sanggup asulkan menyelesaikan
proyek ini, maka Penjual memiliki pilihan untuk ngafihkan sebagian atau
seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketigg, terafiliasi maupun tidak.
Penjual dan PLN tidak berhak menghalangi kreditpabila Penjual tidak
sanggup melanjutkan pembangunan pusat listrik eepagas bumi sesuai jadual
pembangunan. Kepentingan para pihak terakomodasi&agan baik dan resiko
hukum dibagi secara adil dengan menjaga kepentipdak-pihak yang terkait
dalam proyek ini sehingga kepastian hukum mengghga.

Dalam salah satu proyek pusat listrik tenaga panas, saat pihak Penjual
tidak sanggup lagi melanjutkan pengembangan darb@egunan pusat listrik
tenaga panas bumi, hak tersebut kemudian dialilkegada krediturnya dan

ditawarkan kepada pihak ketiga yang berminat, bald@am beberapa kasus,
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proyek pembangunan pusat listrik tenaga panas bersebut diambil alih oleh
PLN untuk sementara waktu dan selanjutnya dileleegada pihak ketiga yang

berminat.

Asas kepastian hukum tercermin sangat kuat dalasal Bansultation and
Arbitration (Konsultasi dan Arbitrase) dalam Perjanjian Jusll Bnergi. Pasal ini
mengatur secara jelas prosedur penyelesaian yaag dikempuh para pihak
dalam hal terjadinya perbedaaan/perselisihan arfamual dengan Pembeli

dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Energi.

Asas keadilan juga diakomodasikan dalam pasal eémgdn memberikan
para pihak kesempatan untuk melakukan perundingiama 30 hari dengan cara
damai sebagai alternatif pertama penyelesaian Iggns@ yang terjadi. Asas
kepastian hukum kembali tergambarkan saat peruadigggal memberikan jalan
keluar bagi para pihak, yaitu pihak yang dirugikéerhak mengajukan
penyelesaian sengketa yang ada di antara PenjoaPldd ke majelis arbitrase
yang akan memeriksa perkara di bawah peraturarras®iérbitration ruleg
UNCITRAL. Para pihak juga dilarang melakukan proke&um ke pengadilan
umum, kecuali untuk keperluan pengajuan penetapegkasi atas putusan

arbitrase éxequatuy.

Asas kepastian hukum juga tercermin dalam bagian pgasal ini, yaitu
dalam ketentuan yang mengatur bahwa para pihalp teEus memenuhi
kewajiban kontraktualnya satu sama lain (kecuakrdukan sebaliknya dalam
Perjanjian Jual Beli Energi) selama berlangsungpg@ses arbitrase. Sebagai
contoh, PLN wajib untuk melakukan pembayarannyallaefenjual untuk energi
listrik yang diantarkan oleh Penjual ke PLN, kecys¢mbayaran atas suatu
jumlah yang masih menjadi sengketa dalam prosewamd maka pembayaran
baru dilakukan setelah keluarnya putusan arbityasg menghukum PLN untuk

membayar suatu jumlah tertentu.
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PasalProper Law(Hukum yang Mengatur) merupakan cerminan kepastian
hukum dalam Perjanjian Jual Beli Energi denganysigang mengatur bahwa
Perjanjian Jual Beli Energi Lama dan Baru tundutaphukum yang berlaku di
Indonesia, sehingga tidak ada hukum yang wajib tdipapara pihak selain
hukum Indonesia. Asas kepastian hukum juga tercedmiam ketentuan yang
mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267b Kitadang-undang
Hukum Perdata pada saat dilakukan pemutusan penamgnpa perlu lagi
meminta izin kepada hakim peradilan umum setempaddanya pasal tentang
Hukum yang Mengatur menjadi tolok ukur kepastiakum selama perjanjian
berlaku, dimana segala perizinan dan gerak usdhengsengusahaan panas bumi
tunduk pada hukum Indonesi&eX loci contractus dan saat terjadi sengketa,
meskipun lembaga penyelesaian perselisihan adddihagae, namun hukum yang

dipakai adalah hukum Indonesia.

Kepastian hukum nampak jelas dalam pasal tentaiyer of Immunity?®
dimana Penjual dan Pembeli tanpa syarat dan taapatddicabut kembali
menyatakan bahwa penandatanganan, penyerahan daksgo@an hak dan
kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Energi ini apakan tindakan privat dan
komersial serta bukan merupakan tindakan publik BeEmerintah.

138 Section 18.8. Waiver of Immunity.
BUYER and SELLER each hereto unconditionally amehiocably:

(e) agree that the execution, delivery and performdncé of this Contract constitute private
and commercial acts rather than public or goverriaiets;

(f)  agree that should any legal proceedings be broamgginst it or its assets in relation to this
Contact or any transaction contemplated by this t&eh no immunity (sovereign or
otherwise) from such legal proceedings shall bendd by or on behalf of itself or with
respect to its assets, to the maximum extent ptewnity law;

(g) to the maximum extent permitted by law, waive anghsright of immunity (sovereign or
otherwise) which it or its assets now has or amyuae in the future; and

(h)  consent in respect of the enforcement of any juddgragainst it in any such proceedings to
the giving of any relief or the issue of any prac@s connection with such proceedings
including, without limitation, to the maximum extepermitted by law, the making,
enforcement or execution against or in respectngf@operty whatsoever (irrespective of
its use or intended use) or any other order oruglg which may be made or given in such
proceedings.
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Berlakunya pasal ini bertujuan untuk mencegah Phtikimenghindar atas
kewajiban kontraktualnya terhadap Penjual dengandalgkan bahwa tindakan
hukum yang dilakukannya merupakan tindakan pulgikferintah yang berada di
luar ranah hukum privat/perdata. Dari sudut pandamastian hukum para pihak
(terutama Penjual) mendapatkan jaminan bahwa selzmnakunya Perjanjian
Jual Beli Energi, PLN tidak akan menggunakan aldssmva dirinya bertindak
sebagai 'Pemerintah’ dengan dalil bahwa seluruharsalya dimiliki oleh
Pemerintah atau berdalih bahwa tindakan yang diakuoleh PLN (sebagai
contoh: membayar harga jual energi tidak tepat wadbagaimana disepakati)
merupakan tindakan Pemerintah. Menurut hemat kabersarnya pasal ini sudah
mencukupi untuk memberikan kepastian hukum baga pénak sehingga PLN
tidak perlu lagi dibebani dengan pembagian resakobiahan yang tidak seimbang

dalam hal terjadiny&orce Majeure

Asas keadilan tercermin dalam Padaldemnification (Indemnifikasi)
dimana masing-masing pihak akan memberikan pembaebdan tidak akan
dikenakan kerugian dan selamanya akan dibela olelk painnya dari setiap dan
seluruh beban, kerugian, tindakan, gugatan danutamt termasuk pengeluaran
dan biayanya tersebut yang wajar, tindakan yanguintau kelalaian di pihak
lainnya dalam penuntutan Kontrak ini, kecuali pesia tersebut dikarenakan oleh
kealpaan, karena kelalaian atau tindakan pelangggnag disengaja dari salah

satu pihak>®

139 Indemnity by Seller

SELLER shall holdree and harmless and forever defend BUYER ana thspective Affiliates,
officers, directors, agents, contractors, sharedisldind employees from any and all liabilities,
damages, actions, claims and suits, including restse costs and expense thereof, arising from
the acts or omissions of SELLER in the prosecutibthis Contract, except to the extent caused
by the negligence, gross negligence or willful misduct of BUYER.

Indemnity by BUYER

BUYER shall hold free and harmless and forever n@fSELLER, its Affiliates, officers,
directors, agents, contractors, shareholders anmuogees from any and all liabilities, damages,
actions, claims and suits, including reasonabléscasd expenses thereof, attributed to SELLER
arising from the acts or omissions of BUYER in flr@secution of this Contract, except to the
extent caused by the negligence, gross negligenadiful misconduct of SELLER.
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Pasal Indemnifikasi selain memberikan keadilan Pagijual dan PLN, juga
memberikan kepastian hukum bagi para pihak denglamya jaminan bahwa
masing-masing pihak akan dibela dan ditanggung pikeblk lainnya dalam hal
terjadinya tuntutan akibat kelalaian yang dilakulsalah satu pihak sehingga
pihak yang tidak bersalah karena lalai tidak hanghanggung resiko kerugian
akibat kelalaian tersebut dan dijamin akan mendapabenggantian atau bantuan

dari pihak yang lalai.

Pasal yang mengatur tentahgsurance(Asuransi) memberikan kepastian
hukum bagi para pihak dalam hal terjadinya resiiamh proyek, baik saat berada
dalam tahap eksplorasi, studi kelayakan, konstrukisin pemanfaatan
(operasional) panas bumi. Dengan adanya pengalégsko kepada perusahaan
asuransi, maka para pihak dapat dengan tenang ukelakpengusahaan panas
bumi tanpa harus dibebani dengan ancaman membegeatn rugi atas resiko-

resiko yang mungkin terjadi selama proyek dikembkangdibangun.

Kepastian hukum dari adanya pasal asuransi di rm@sipakan hal yang
sangat mendasar dalam proyek pengusahaan panasi®rmpembangunan pusat
listrik panas bumi yang penuh dengan resiko dirlgpa serta banyaknya orang
yang terlibat dalam proyek. Sebagai contoh, deragimya asuransi maka pihak
Penjual maupun Pembeli tidak akan direpotkan derkdgm dari korban yang
mendapatkan kecelakaan saat berada di lokasi paareketap dapat melanjutkan
pekerjaan pengembangan panas bumi maupun pembangusat listrik tenaga

panas bumi.

Pasal perihalraining Program(Program Pelatihan) merupakan perwujudan
asas keadilan karena merupakan suatu bentuk ‘fedasyang wajib dilakukan
oleh Penjual karena mendapatkan kesempatan beasvetan mendapatkan
keuntungan dari bumi Indonesia. Merupakan suatudilkea bila Penjual

membentuk program pelatihan pekerja sebagai upBlyaeknologi mengingat
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besarnya potensi sumber panas bumi yang dimilieh dhdonesia, sehingga
dalam jangka panjang Indonesia tidak lagi tergamtpada pihak asing dalam

mengembangkan potensi panas bumi untuk pembandisitak.

Pasal tentandndonesian Conten{Pemanfaatan Barang dan Jasa Dalam
Negeri}*® merupakan pelaksanaan asas keadilan karena datigarikanya
kesempatan kepada Penjual untuk membangun Pusdk Disnaga Panas Bumi,
maka terbuka lebar kesmpatan bagi penggunaan faerdanstruksi, bahan baku
serta produk-produk yang dibuat di Indonesia, nmskipenggunaan konten lokal
masih harus disetujui oleh Kreditur dari Penjuab#&keadilan yang terwujud
dalam pasal merupakan sesuatu yang sewajarnyaatkdap olehHost Country
yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat saebesarnya dari
pengembangan dan pengusahaan panas bumi sebagaimeama dalam Pasal 33
Undang Undang Dasar tahun 1945, termasuk terjadpgyangkatan ekonomi

bagi masyarakat sekitar proyek secara riil.

4 3PERBANDINGAN ANTARA PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI
REZIM LAMA DAN BARU DALAM MEWUJUDKAN ASAS
KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pada prinsipnya perbedaan mendasar antara Pamjaiya Beli Energi
Rezim Lama dengan Perjanjian Jual Beli Energi Re&aru ada pada pihak yang
terlibat dalam Perjanjian Jual Beli Energi tersel@#bagaimana telah diuraikan di
bab sebelumnya, Perjanjian Jual Beli Energi Rezam& merupakan perjanjian

(e) 14945 the maximum extent permitted by the financingudoents, give preference to the use
of construction equipment and other equipment, rase and products produced and
manufactured in Indonesia;

()  to the maximum extent permitted by the financingudoents, give preference to the use in
the performance of its obligation under this Cocttta Indonesia labor (both skilled and
unskilled), Indonesia supervisory, professional atiebr personnel, Indonesian services and
Indonesian contractors;

(g) use, in respect of any insurance policies requibgdAppendix IV of this Contract,
Indonesian insurance companies, brokers and agens;

(h)  use Indonesian importers, agents and freight faterst
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tripartit dengan adanya Pertamina sebagai pemiéik panas bumi, Penjual
sebagai ‘penghantar energi’ dan PLN sebagai Pengelak 2003 Perjanjian Jual
Beli Energi Rezim Baru menjadi bipartit dimana Berina tidak lagi menjadi

pihak, namun demikian untuk Perjanjian Jual Belefgh Rezim Lama, hak-hak
dan kewajiban-kewajiban Pertamina dialihkan kepagiak perusahaannya yaitu
PT Pertamina Geothermal Energy.

Salah satu faktor pembeda terpenting antara Pemadual Beli Energi
Rezim Lama dengan Rezim Baru adalah adanya kepdzgileum yang jelas bagi
pihak Penjual karena selain mendapatkan Perjanjigal Beli Energi Rezim
Lama, Penjual juga mendapatkan dalam ben@idmfort Letter (dukungan
Pemerintah) yang mewajibkan Pemerintah untuk meijein PLN (dan juga
Pertamina di bawah Perjanjian Operasi Bersamakungmenuhi dan melakukan
kewajibannya dengan baik berdasarkan perjanjiaqafjem Jual Beli Energi
Rezim Lama dan Perjanjian Operasi Bersama. Senaeittardalam Perjanjian
Jual Beli Energi Rezim Baru tidak diatur secarageientang skema pemberian
penjaminan oleh Pemerintah kepada Penjual, apafgses pemberian
Jaminan/Dukungan Pemerintah bagi proyek-proyek yaemerlukannya saat ini
berlangsung sangat seletif ditambah proses admasistian persetujuan yang

cukup panjang (persetujuan DPR atas penjaminaregr@ysebut adalah wajib).

Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama dan RezimruBanemiliki
kesamaan dalam masalah tidak jelasnya pelaksanaamyaroses mendapatkan
persetujuan atas harga jual energi yang akan digi®@LN, padahal masalah ini
merupakan substansi dari Perjanjian Jual Beli EnSapagai contoh adalah tidak
adanya kepastian berapa lama Menteri ESDM akan ehesngan persetujuan
atas usulan harga jual listrik yang diajukan olebNPsetelah melakukan
perundingan harga jual listrik dengan Pengembangs&w Hal ini tentunya
mengurangi kepastian hukum dalam Perjanjian Judl Beergi sehingga
menambah profil resiko dalam pewrsepsi Penjual Badtadapan dengan PLN

dalam penyusunan Perjanjian Jual Beli Energi.
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Kesamaan lainnya antara Perjanjian Jual Beli EnBgzim Lama dan
Rezim Baru adalah apabila terjadi peristiwa di Iperkiraan para pihak (seperti
berlarut-larutnya pemberian persetujuan oleh MemE&DM), maka para pihak
dapat melakukan penyesuaian seperlunya untuk neenjelgi keekonomian
Proyek pusat listrik tenaga bumi, termasuk menyi&anajadual pembangunan
dengan keharusan menyesuaikan harga jual energatadiepresiasi, kenaikan
material/lkomponen penting dalam konstruksi (segextga baja di dunia), biaya
tenaga kerja, fluktuasi nilai tukar mata uang agsieggan Rupiah dan berbagai
hal lainnya, termasuk jangka waktu Perjanjian Beli Energi akan disesuaikan
seperlunya agar Pengembang Swasta memiliki waktag yaukup untuk

menyelesaikan pembangunan pusat listrik tenagasgaumai.

Secara umum Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lala Baru memiliki
kemiripan seperti dalam satu contoh pada Perjadji@h Beli Energi Rezim Baru
yang dibuat tahun 2007 oleh PLN dengan salah samjuld. Pasal-pasal dalam
amandemen atas Perjanjian Jual Beli Energi RezimmalLaernyata masih
mengadopsi ketentuan dalam Perjanjian Jual Belrdtiigezim Lama walaupun
telah sedikit modifikasi, yaitu dengan belum diay& batas waktu yang jelas
untuk pemenuhan kondisi prasyarabrfditions precendentgar kontrak menjadi
efektif.

Ketiadaan aturan yang jelas mengatur batas waktmepehan kondisi
prasyarat juga memberikan masalah lain yaitu apaedah satu pihak dapat
melakukan pemutusan perjanjian sepihak dengan laitiiva pihak lainnya telah
cidera janji karena tidak berhasil memenuhi keveajitkontraknya dalam pasal
pemenuhan kondisi prasyarat sehingga kepastiannihuidak terakomodasikan
dengan baik dalam Perjanjian Jual Beli Energi.

Kesamaan lainnya antara Perjanjian Jual Beli Ene@egiim Lama dengan
Rezim Baru dalam mewujudkan keadilan dan kepastideum adalah masalah
penetapan kejadian kah@force Majeur@. Apabila Perjanjian Jual Beli Energi

Rezim Baru tetap mengikuti pengaturan maséakghdian kahaiForce Majeurg
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dalam Perjanjian Jual Beli Energi Rezim Lama, ms#&benarnya sejak saat ini
PLN sudah harus menyiapkan dirinya apabila terj&djadian tindakan
Pemerintah, maka kemungkinan besar PLN akan megugatan dari para

Penjual.

Sebagian besar profil resiko dalam Perjanjian Bedil Energi Rezim Lama
dan Rezim Baru masih sama dan hingga saat ini beddm upaya untuk
melakukan kajian agar Perjanjian Jual Beli EnergziR Baru memiliki profil
resiko yang lebihmanageabledan acceptablebagi PLN namurbankablebagi
Penjual sehingga dapat memudahkan Penjual dalanakokgn pencarian

pinjaman/pembiayaan atas Proyek tersebut.

Pemerintah hingga saat ini seolah-olah masih satengati dalam
mendukung pengembangan panas bumi sebagai salahaketnatif terbaik
pengganti energi fosil (minyak, gas dan batubaedard membangkitkan tenaga
listrik, padahal sebagaimana diketahui Indonesianitil@ potensi panas bumi
terbesar di dunia dan dapat memperalatbon creditdalam jumlah yang cukup
signifikan bila pusat listrik panas bumi dikembaagksecara optimal dalam
waktu ke depan’t

Kesamaan yang menurut kami masih terdapat Penadjial Beli Energi
Rezim Lama dan Rezim Baru adalah masih tetap dikaasiya resiko yang
bersifat kualitatif (seperti tindakan Pemerintal® #alam Perjanjian Jual Beli
Energi sehingga upaya untuk mengurangi persepsiorels mata Penjual tidak
akan berhasil dan ujungnya adalah PLN akan dihadapbkada kewajiban

membeli harga energi listrik yang relatif tinddf.

Seharusnya profil resiko yang diatur alokasinyaaaPerjanjian Jual Beli

Energi adalah memfokuskan resiko pada masgkdthermal resourceyang

11 GTZ, “Energy Policy Framework Conditions for Elecity Markets and Renewable Energies -
16 Country Analyses”, Eschborn, November 2009

192 pA ConsultingFinal Report: Development of Public Private Partsieip Central Unit and Its
Network Technical Assistancéakarta 19 Desember 2008.
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bersifat teknis panas bulfii dan bukan resiko yang kualitatif (seperti tindakan
Pemerintah) sebagaimana saat ini masih dicanturd&km Perjanjian Jual Beli

Energi sehingga dapat tercapai keadilan dan kepelstikum bagi para pihak.

4. 4AMENEMUKAN PENERAPAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN
HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ENERGI

Terlepas dari masih adanya kekurangan di sana RBarjanjian Jual Beli
Energi sudah cukup baik mengakomodasikan asaskasatlan dan kepastian
hukum bagi para pihak. Hal ini terbukti dari dik@mnya hak-hak dan kewajiban
yang relatif seimbang di antara para pihak sepetam pasabcope and General
Understandingdimana para pihak membagi hak dan kewajiban seadia
dimana Penjual wajib menjual energi listrik kepdmbeli dan Pembeli wajib
membeli energi listrik dari Penjual pada harga ydeah disepakati dalam
Perjanjian Jual Beli Energi. Jika salah satu pitidiera janji, maka resiko hukum
yang mereka terima juga seimbang.

Demikian pula dalam pasal-pasal lain seperti pasdbngTerm, Building,
Operating and Financing of Facilities, Price, Paymihe Consultation and
Arbitration, Assignment, Proper Ladan Indemnification sudah ada penerapan
asas keadilan dan kepastian hukum sehingga paek priemiliki rasa aman
dalam melakukan kewajiban masing-masing berdasaRenmnjian Jual Beli
Energi meskipun dalam pasal perinebrce Majeure dirasakan masih ada
ketimpangan antara para pihak karena dibaginy&aesecara tidak seimbang
antara Penjual dan Pembeli.

143 world Energy Council, Renewable Energy HandbookrilAp004 dalam sub perihal Risk

Analysis and Risk Management Perception of Risksus Reality. “Renewable resources

comprise different resource exploration connectets: Geothermal energy resource must be
identified, its sustainability may be influenced fiegervoir degradation, well scaling, pressure
drops.
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Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum vyédatif ik dalam
Perjanjian Jual Beli Energi seharusnya didorongakah yang lebih baik lagi
karena Indonesia sebagai pemilik sumber panas bsehmarusnya tidak
'mengalah’ kepada kekuatan modal asing saat me#akulegosiasi penyusunan
Perjanjian Jual Beli Energi disamping Pemerintabase progresif mengambil
sebagian resiko pada awal tahap pengusahaan pamagdeperti dalam tahap
survei pendahuluan dengan menyediakan data sunaverspbumi yang lebih
credibledan akurat) sehingga memperkecil persepsi negjaisf resiko yang akan
dipikul oleh Penjual saat melakukan pengusahaaaspbumi di Indonesia selain
menyediakan dukungan PemerintaBoyernment supportyang selektif dan
progresif bagi para investor agar target pencapgmsat listrik bumi
menghasilkan 9.500 MW di tahun 2025 akan tercapai.
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